PERATURAN DAERAH KOTA TUAL
NOMOR 01 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 128
ayat (1) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun _2004
tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkai_:
Daerah, maka perlu dilakukan penataan kembali
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 'Tual
sebagaimana diatur dalam Peraturan Penjabat Walikota
Tual Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Tual.

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kota Tual tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Tual dan Sekrtariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun
1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra
Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I
Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645); Jo. Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara
Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4747);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4319);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4437);sebagaimana telah diubah beberapa J@h
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10.

31,

12.

13.

14.

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan
dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah
Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952
Nomor 49);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100
Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Neger Sipil
Republik Indonesia Dalam Jabatan Struktural (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194); Negara
Nomor 264);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4263);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara
Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4471);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Nomor 19
Tahun 2008; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006
tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006
tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;




Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN

WALIKOTA TUAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA TUAL TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

a. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Tual
sebagal Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tual;

b. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah

Kota Tual;

. Walikota adalah Walikota Tual;

. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tual;

¢. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual:

f. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota Tual dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah vyang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah,
Kecamatan dan Kelurahan;

g. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tual;

h. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tual;

1. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Tual;

J. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Tual,;

k. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota;

l. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Tual.
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BAB II
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TUAL DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL

Pasal 2
Dengan Peraturan ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kota Tual dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Tual.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, yang dipimpin oleh seorang

Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Walikota.



Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 4
Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota
dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan

lembaga teknis daerah.
Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis
daerah;

c. Pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah;

d. Pembinaan administrasi dan apartur pemerintahan daerah; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesual dengan tugas

dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah

Pasal ©
(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:
a. Sekertaris Daerah,;
b. Asisten Sekretaris Daerah,;
c. Bagian,;
d. Sub Bagian;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dan :
a. Asisten Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Perekonomian;

b. Asisten Bidang Administrasi Umum.
(3) Asisten-asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan

dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretans Daerah;

Pasal 7
(1) Asisten Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Perekonomian,
membawahi dan mengkoordinasikan :
1. Bagian Pemerintahan, yang terdiri dari :
a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
b. Sub Bagian Otonomi Daerah.
c. Sub Bagian Agraria.
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Penanganan dan Penanggulangan Bencana;
b. Sub Bagian Keagamaan dan Urusan Haji;
3. Bagian Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
a. Sub Bagian Penyusunan Program,
b. Sub Bagian Prasarana Perekonomian dan Produksi Daerah;
c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
4. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler, terdiri dari :
a. Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
b. Sub Bagian Protokoler;
(2) Asisten Administrasi Umum, membawahi dan mengkoordinasikan:
1. Bagian Hukum dan Organisasi, terdiri dari :
a. Sub Bagian Perundang-undangan dan Bantuan Hukum;
b. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
¢. Sub Bagian Tatalaksana, Dokumentasi dan Perpustakaan.




2. Bagian Umum, terdiri dari
a. Sub Bagian Rumah Tangga;
b. Sub Bagian Perlengkapan;
c. Sub Bagian Tata Usaha
3. Bagian Kepegawaian
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Mutasi dan Pemberhentizan;
c. Sub Bagian Diklat dan Pengembangzn Karier
4. Bagian Keuangan, terdiri dari :
a. Sub Bagian Anggaran;
b. Sub Bagian Perbendaharazn;
c. Sub Bagian Pembukuan
(3) Kelompok Jabatan Fungsional;
(4) Bagan Struktur organisasi sekretzriat dzerzh sebegzimznz terczntinsm
pada lampiran 1 dan merupgkan bagian yang tidak terpisshkzn dari
Peraturan Daerzah ini.

Paszl B
Penjabaran tugas pokok dzn fungsi sekretaris daerzh, zsisten sekretzris
daerah, kepala bagian dan kepzla sub bagizn sertz izbztzn fungsionz!

sebagaimana dimaksud pada pasal 7 peraturan daerzh ini ditetzpkan dengzn
peraturan walikota.
Bagian Kelima
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pzszl ©

Sekretariat Dewan Perwzkilan Rzakyzt Dzaerzh vang selznjulnyz disebut
Sekretaniat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewzn vzng seczrz
teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawzb kepadz Pimpinzn

DPRD, dan secara administratif bertanggung jawab kepadz Walilkotz melahs
Sekretaris Daerzh.

Pzszl 10

Sekretanat DPRD mempunyai tugas:

a. menyelenggarakan administrasi kesekretzrizizn DPED:

b. menyelenggarakan administrasi kenangan DPRD;

c. mendukung pelaksanazan ftugas dan fungsi DPRED;

d. menyediakan seria mengoordinasikan tenaga zhlk yang diperiukzn oleh
DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan
keuangan daerzah.

Pasz1 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalem Pasal 10,
Sekretariat DPRD menvelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan administras) kesekretariatan DPRD;

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;

d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperiukan oleh DPRD-

Pasal 12
(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari-

a. Sekretaris DPRD;

1. Sub Bagian Persidangan;

2. Sub Bagian Risalah.
c. Bagian Keuangan, terdiri dari-

1. Sub Bagian Anggaran dan Pembayaran

2. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan;
d.Bagian Umum, terdiri dari-

1. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumzh Tangga




2. Sub Bagian Protokol;
(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum

pada Lampiran 1l dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

Pasal 13
Penjabaran tugas pokok dan fungsi Seckretaris DPRD, Kepala Bagian dan
Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1),
ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
STAF AHLI WALIKOTA

Pasal 14

(1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya, dapat dibantu Staf Ahli;

(2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) staf ahli
sesuail kebutuhan daerah;

{3) Stal Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan
oleh Walikota;

() Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Walikota, selain tugas dan
fungsi perangkat daerah.

Pasal 15
Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan
oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 16
Penjabaran lebih lanjut mengenai Staf Ahli Walikota diatur dengan Peraturan
Walikota.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Di.l'mgkgngan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dapat ditempatkan
Pegawal Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas dan fungsi sekretariat daerah dan sekretariat DPRD sesuai dengan
keahhan/ketrampilan dan kebutuhan.

Pasal 19

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 18
Peraturan Daerah ini terdiri dari jumlah tenaga dalam jenjang jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidan
keahlian dan ketrampilan. : i

(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang ten fungsional senior y
ditunjuk oleh Walikota. g . i A

(3) ilmumlah Jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban
erja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai

peratruran

peruqdang-undangan yang berlaku.

(5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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